Performance Measurement in Local Government: Examine Organizational
Factors

By Vadira Damayanti

Abstract

This study aims find out the effect of organizational factors such as decision making
authority, organizational objects and goals, incentive, and technical knowledge on
performance measurement. The sample was the Head of Subdivision Planning and
Staff of Subdivision Planning of East Jakarta Government. Sampling was taken by
census sampling. The method of data analysis used is Structural Equation
Modeling, using Smart Partial Least Square version 3.0. The results shows that
technical knowledge significantly influence performance measurement. Meanwhile,
decision making authority, organizational objects and goals, and incentive do not
have a significant relationship with performance measurement.
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Pengukuran Kinerja pada Pemerintah Daerah: Telaah Faktor
Organisasional

Oleh Vadira Damayanti

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari otoritas pengambilan
keputusan, tujuan dan sasaran organisasi, insentif dan pengetahuan teknis terhadap
pengukuran kinerja. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kasubbag
dan Staff Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta
Timur. Teknik pengambilan sampling menggunakan metode census sampling.
Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan Smart Partial Least
Square versi 3.0 merupakan metode yang digunakan dalam menganalisis data.
Hasil menunjukan bahwa pengetahuan teknis memiliki pengaruh signifikan
terhadap pengukuran kinerja. Sementara, otoritas pengambilan keputusan, tujuan
dan sasaran organisasi, dan insentif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
pengukuran Kinerja.
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